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PUTUSAN
Nomor 1585/Pdt.G/2020/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:
PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di RT.011 RW.005
Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di semula di RT.011 RW.005 Desa
Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Oktober 2020
mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1585/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 06
Oktober 2020 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13-11-2018 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0350/02/X11/2018 tanggal 13-11-2018;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pela Kecamatan
Paradao Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindan di rumah
orang tua Penggugat di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten
Bima selama 2 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa, sejak bulan September 2018, secara berturut-turut hingga
sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat
dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan
tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin
nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Simpasai Kecamatan
Monta Kabupaten Bima Nomor: 461/571/X/2020 Tanggal 06-10-2020
yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat
sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya (ghaib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun
tidak berhasil ;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh
masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum
Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
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2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;
Subsidair
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adiinya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Monta Kabupaten Bima, Nomor 0350/02/X11/2018 Tanggal 13
November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
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telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
B. Saksi:
1. Samsiah binti Bani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di RT.09
RW.03, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten
Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan

tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;
2. Boby bin Fuad, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Dagang, bertempat tinggal di RT.011 RW.03, Desa
Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima,, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan
tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
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diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan
September 2018, secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas.
Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar
berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga
sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan,
berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap
yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil
Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat
untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan
sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat
secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di

wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa
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di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima,
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat
(1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan
cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat,
sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan
hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana
terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan
di bawah sumpah di depan sidang (vide Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan
saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan
Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat didasarkan
pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud
Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian a quo dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas
minimal (vide Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan dari kedua saksi Penggugat
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yang memberikan keterangan saling mendukung antara satu dengan lainnya
dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumahtangga
Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis dan sudah ada
upaya untuk merukunkan keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil, maka
keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Penggugat dihubungkan
dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan,
maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum
dikaruniai anak;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat;

e Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal sejak September 2018 sampai dengan
sekarang;

e Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat
tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di
persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh
ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara
suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pengugat yang menyebabkan
keduanya pisah tempat tinggal sejak September 2018 sampai dengan sekarang
maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah sudah tidak tercapai lagi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam
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ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

a5 ] [3isCac] Bl sl 2 w50 15 3 2aadls 3y

# w - z . P
RERR S FOE IO E VPP P PR S
Dan diantara tanda — ta;wda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya
harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan

menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 sampai dengan sekarang,
hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup
berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta
yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah pula memberikan
petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga Penggugat dengan

Tergugat benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk
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membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai
pasangan suami isteri dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya
sebagai kepala rumahtangga. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara
Pengugat dan Tergugat bersama-sama membentuk mahligai rumahtangganya
dengan kebaikan, kebahagian dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat
serta menghindari kemudaratan atau kesulitan namun senyatanya rumahtangga
Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang
lebih besar daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan
rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah sejalan
sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut serta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-
dalilnya, dan ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran maka Majelis Hakim menilai hal
tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan untuk
dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli figh yang tercantum dalam
kitab Tuhfatul Muhtaj_juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai
pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

aip ade il ol 3 il Lle slasll
Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir
adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang
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menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan
bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai legal structure
penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap
warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh
karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Bima yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili
Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,
maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Syahirul Alim, S.H.l.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani

Haswar, S.HI., masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan
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oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. Syabhirul Alim, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.
Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 770.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
7.

Biaya Sumpah . Rp. 25.000,00

Jumlah : Rp. 911.000,00

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
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